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ABSTRAK 

Persoalan hak-hak atas tanah yang sampai saat ini menduduki urutan 
pertama dalam kasus-kasus hukum di Indonesia Hal itu teijadi disebabkan karena 
rumitnya permasalahan hukum yang mengitari persoalan-persoalan pertanahan. 
Berdasarkan hal inilah pihak penyidiK Polii mendapat kesuhtan untuk 
membukti.kan bahwa apa yang dilaku.kan oleh pihak direksi PTPN II adalah 
merupakan peristiwa p1dana yang telah memenuhi unsur-tmsur peritiwa pidana 
sebagaimana diatur dalam undang-undang tindak pi dana korupsi. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka yang menjadi pokok 
permasalahan adalah : bagaimana pengaturan hukum tentang penyidik tindak 
pidana pertanahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Sumatera Utara, faktor 
apa yang menyebabkan keterbatasan k�J>Olisian dalam melakukan penyidikan 
kasus pertanahan dan bagaim.ana langkah-langkah ¥.ang dapat dilakukan dalam 
internal kepolisian untuk mengatasi posisi penyidik dalam rnenangani tindak 
pidana pertanahan. 

Untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut, digunakan 
pendekatan doktrinal riset serta nondoktrinal riset. 

Berdasarkan basil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa dal am KUH 
Pidana perlindungan hukuril terhadap korban kasus pertanahan belum diatur 
secara te_gas, sedangkan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Undang-Undang Po�<?k A�a hanya bersifa� pelanggaran. saja. A�apun 
faktor keterbatasan Kepobstan melakukan penytdikan paoa tmdak p1dana 
pertanahan antara lain disebabkan terbatasnya kewenangan dan kemampuan 
penyidik menguasai ketentuan undang-undang pertanahan, banyaknya produk 
hukum tanah baik Kepres, Kepmen, SE DirJeriiBPN yang disosialisast, serta 
seringnya miskoordinast dengan pihak berwenang terkait seperti BPN, PTPN dan 
Notaris dalam hal pembuktian. [angkah internal Kepolisian mengatasi hambatan 
dalam menangani tindak pidana antara lain pembenahan yang sifatnya internal 
dan ekstemal yang meliputi sarana dan prasarana, budaya hukuni dan lain 
sebagainya pada ICasus pertanahan serta kepastian hukum dalam hal proses 
penegakan nukumnya, maka perlu dibuat peraturan pelaksana untuk pedoman 
penytdik Polri dibtdang hukum pertanahan. Kecuali itu, Mabes Polri perlu 
meningkatkan sarana dan prasarana terutama biaya operasional dalam penanganan 
kasus pertanahan. � 
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Penyidikan 
- Hak Guna Usaha 

• Mahasiswa PPs. MHB UMA 
•• Pembimbing Pertama, Dosen PPs. MHB UMA 
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THE ROLE OF POLICE IN INVESTIGATING A CASE OF 

THE FORMER UTILITY RIGHT OF LAND BY PTPN ll 
IN NORTH SUMATERA REGION 

Suriadi Bahar • 
Ediwannan •• 

Arif •• 

ABSTRACT 

The issues of right on land ootil now still ranks first among the other legal 
cases in Indonesia. It is due to the comp lexity of legal issues esJ>eciallv covenng 
the land affairs. It's for the reason why the investigating team of Polri lias various 
diffi.vulties to find that what has been done by the Directing Board ofPTPN U is a 
criminal case that has fulfilled the criminal elements as stipulated in the Laws of 
Coruption. 

In compliance with the matter, the main subject of the problem is that haw 
law enforcement of land affairs earned out by the investigating team of North 
Sumatera Police, what factors causing the restriction of the police in investigating 
any case of land how the step that can taken internally by the police to ant icipate 
the position of such an investt.gating team in resoluting any case of land. 

To get the result of thi s case, that use internally doctrinal rised and 
undolctrinal riset. 

Based on the results of the study, it can be concluded that the Penal Code 
of legal protection on any victim of the case of land is still not explicity stipulated 
whereas what has been stipulated in the Laws No. 5 Of 1960 regardmg the 
Procedural Law of Agrarian only transgression. The restrictions of the Police in 
and capability in comprehencing the laws of land, there are great number of 
produ cts of law such as Presidential Decree, M.inistrial Decree, Crrcular Decree of 
Directorate General/BPN that have been socialized and there are frequently 
rniscoordination foun with the authorized institution such as BPN, PTPN and 
Notary Public especially in collection of evidence. The internal steps of the police 
in overcorming the any challenges inperforming their duties include ; internal and 
external preparation involving facility and infrastructure, legal culture and any 
factors in anya case of land and legal certainty in the law inforcement. For that 
reason, it's required to make implementational rules as guidelines for the 
investigating team of police in laws of land. In addition, the Headquarter of police 
is requrred to increace in their facility and infrastructure especially in operational 
cost for arrangement of any case ef land. 

Keywords: 
The role of Police 
Investigation 
Utility Right of Land 
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1.1. La tar Belakang 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Kasus-kasus sengketa tanah yang disebabka n .  belum adanya pemb aruan 

agraria di Indonesia sering tidak tertangani secara benar dan tuntas. Harnpir 

seluruh propinsi di Indonesia mengalami masalah-masalah pertanahan. Berbagai 

penyebab konflik pertanaban tersebut seperti pembukaan perkebunan skala besar, 

pembukan hutan w1tuk industri, proyek p erurnahan, sarana olah raga, penebangan 

hutan, pertambangan dan budidaya air. Kasus-kasus yang non stmktural seperti 

penerbita.n sertifikat tanah palsu, pelebaran jalan dan penyelewengim oleh oknwn 

P emerintah, walaupun masing-masing daerah mempunyai karakteristik tersendiri. 

Khusus untuk kasus S umatera Utara, permasalahan yang lebih rumit 

terjadi oleh karena terdapatnya perkebunan-perkebunan besar eks P erkebunan 

Kolonial Belanda yang semula berasal dari konsesi dengan kesultanan Deli di 

S umatera Timur dengan pihak ondememing (perkebunan) Belanda yang 

kemudian dikonversi menjadi HGU pasca nasionalisasi perkebunan tersebut pada 

tahun 1958. 

Klaim masyarakat terhadap laban perkebunan tersebut tak bisa dihindari 

manakala mereka mendasari penguasaannya melalui instrumen hak adatlhak 

ulayat meskipun sistem perundang-undangan agraria Indonesia secara nonnatif 

beltun s ecara tegas mengakui keberadaan hak tersebut Ada sikap yang 

ambivalensi dari pemerintah Indonesia dalam menempatkan hukum adat atau hak-

1 
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2 

bak atas tanah menurut konsep bak ulayat dalam sistem hukum agraria Indonesia. 

Terlihat bahwa meskipun hak adat itu diakui menurut Pasal 3 dan Pasal 5 UUPA 

namun disisi lain peraturan pelaksana yang menjamin keberadaan hak-hak 

tersebut sampai hari ini belum diterbitkan, kecuali Permen Agraria No. 5 Tahun 

i 999 yang justru menimbulkan konflik baru dalam penyelesaian sengketa hak 

ulayat. Dalam situasi yang demikian ituJal1 khusus di Sumatera Utara pada saat 

berakhirnya HGU beberapa perkebunan di Sumatera Utara telab menimbulkan 

konflik kepemilikan antara para penggarap dengan pihak perkebunan sebagai 

pemegang hak prioritas atas tanah eks HGU mereka. 

Segudang masalah muncul pada saat terjadi penerbitan alas hak baik itu 

oleh kepala desa, camat, notaris, ballkan ada yang telah diterbitkan sertifi.kat di 

atas lahan dimaksud dan disisi lain telab pula teljadi pengalihan alas hak 

sebagaimana dimaksud kepada pihak ketiga. Sudah barang tentu hal i.ni akan 

menimbulkan banyak permasalahan hukum. antara lain yang dapat dikategorikan 

sebagai perbuatan melawan hukum bai.k itu yang dilakukan oleh institusi maupw1 

yang dilakukan oleh perorangan. Persoalan yang semula berkisar pada masalah 

keperdataan kemudian bergeser ke arab peristiwa pidana. Ini terlibat dari beberapa 

kasus yang saat ini sedang dalam proses pihak Poldasu antara lain : PT. OMA 

Deli. Kasus Marindal I dan 2 Kec. Patumbak, Kasus Kebun Helvetia seluas 32 

Ha, kasus Tembakau Deli, kasus Direktur PTPN I I  Peralihan Eks PTPN II Desa 

Dagang Kerawan Tanjung Morawa Deli Serdang (dalam proses peradilan) dan 

kasus Eks Studio Sunggal, penyerobotan tanah PTPN II Desa Sei Semayang dan 
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